
 
 

TESIS 

 

 
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT 

NOTARIS REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 
 

 
 
 

Disusun Oleh : 

RINDA AVEYUANA DJAMI 

NIM : 12221013 

 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2023 



ii 

 

TESIS 

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT 

NOTARIS REPUBLIK INDONESIA  

 

 

 

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  

Program Studi Magister Kenotariatan  

Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

RINDA AVEYUANA DJAMI 

NIM : 12221013 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2023 











 































xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh karena 

anugerah dan hikmat serta campur tangan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul 

“KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS 

REPUBLIK INDONESIA”, penulis menyadari bahwa kelancaran dan keberhasilan penyusunan 

tesis ini telah melibatkan banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya. 

2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Narotama Surabaya. 

3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan 

Universitas Narotama Surabaya. 

4. Bapak Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan kritikan sekaligus saran bagi penulis, memberikan 

bimbingan dan motivasi sehingga tesis ini bisa diselesaikan. 

5. Ibu Kustiati dan seluruh staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas 

Hukum Universitas Narotama Surabaya. 

6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Narotama Surabaya. 

7. Kedua orang tua Bapak Daud Djami (almarhum) dan Mama Enggelina Djami-Detamauk 

serta saudara-saudari Ruland Ruandi Djami, Rossy Trisnawati Djami dan Davidson A. 

Rehyaar. 



xii 

8. Suami tercinta Godlief B. Patisagho, anak-anak tersayang Jesica Patisagho dan Daren 

Marthin Junior Patisagho, terimakasih untuk dukungan, doa dan cintanya. 

9. Devis Buni Lele, SH., MH sebagai mentor dan motivator terbaik, terimakasih atas ketulusan 

dalam memberikan arahan, bimbingan dan dukungan. 

10. Rekan-rekan MKn angkatan 22 diantaranya M. Hasan, M. Iwan S.,  A. Shodik., A. Majid., 

Sunyoto., (almarhum) M. Loeqman A. H., Urip P., Tri S.C.,  M. Agus K, Diyah. Ayu  A.,  

Anjar W, Diena Z.I., Hesti H, Fauziyah S.F.P., Ines L.T., Priskila F.H., Siti C., Nurwanti S., 

Prima N.S., Utari O.S., Sulmarty., Nia R.S., Putri W., Lisa N.A., Arum S.P., Nazira I.P., 

Fauzi H., Dimas S.P., Semmy S., R. Raihan., Slamet A., Wahyu A., A. Naufal Q., Amalia 

Zulfa S., Violando A. T.,  Disty W.P.,  M. Dhanang K.J., M. Galang A., M. Yustino A.,  M. 

Rizki R., Modesta A.M.B., R. Ammar H., dan A. Payong B., yang selalu bersama-sama baik 

didalam zoom meeting atau didalam dan diluar kelas. 

Menyadari segala keterbatasan yang ada pada penulis, maka dalam penulisan tesis inipun 

tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi 

menuju kebenaran ilmiah, penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah  

pengetahuan,  pengalaman  bagi  penulis  pada  khususnya  dan  pembaca  pada umumnya. 

 

      Surabaya, 13 Februari 2023 

                                  Penulis 

                    Rinda Aveyuana Djami 



ix 
 

ABSTRAK 

 

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS 

REPUBLIK INDONESIA  

 

Proses penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak 

pidana yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, berdasarkan pada pasal 66 

UUJN harus terlebih dahulu dengan seizin dari Majelis Pengawas Daerah, 

keberadaan pasal 66 UUJN tersebut sebagai syarat tambahan yang khusus berlaku 

bagi notaris sebagai suatu syarat yang harus dipatuhi oleh para penegak hukum 

guna menciptakan penegakan hukum yang berkepastian dalam prakteknya didapati 

bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUJN 

tersebut oleh para Penegak hukum sering kali tidak dipatuhi oleh para Penyidik dari 

Kepolisian. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh rumusan masalah diantaranya:1) 

Kedudukan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia 

dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris, 2) Alasan penyidik tetap 

melaksanakan proses penyidikan terhadap Notaris yang telah dinyatakan tidak 

melanggar kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris, untuk menjawab rumusan 

masalah tersebut di atas dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

yuridis normative. 

Berdasarkan rumusan serta analisis, maka hasil dari penelitian ini adalah: 1) 

Kedudukan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan maupun petunjuk bagi penyidik, 2) Proses 

Penegakan hukum terhadap Notaris masih tetap dilaksanakan oleh pihak pihak 

Penyidik dikarenakan Penyidik pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur 

dalam melaksanakan penyidikan hanya berpedoman pada KUHAP dan KUHP. 

 

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Pidana. 
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ABSTRACT 

 

LEGAL POWER OF DECISION OF THE CENTRAL ASSEMBLY OF 

SUPERVISORY NOTARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
 

 The process of law enforcement against a notary who is suspected of 

committing a crime related to his duties and position, based on article 66 of the 

UUJN must first have permission from the Regional Supervisory Council, the 

existence of article 66 of the UUJN is an additional condition that specifically 

applies to notaries as a condition that must be obeyed by law enforcers in order to 

create law enforcement with certainty. 

 Based on this, the formulation of the problem is obtained, including: 1) 

The legal position of the Decision of the Central Supervisory Board of Notaries of 

the Republic of Indonesia in the Process of Enforcing Criminal Law Against 

Notaries, 2) The reasons investigators continue to carry out the investigation 

process against Notaries who have been declared not to violate the code of ethics 

by the Notary Supervisory Council, To answer the formulation of the problem 

mentioned above in this study, the authors use a type of normative juridical 

research 

 Based on the formulation and analysis, the results of this study are: 1) 

The position of the Decision of the Central Supervisory Board of Notaries of the 

Republic of Indonesia can be used as a consideration or guidance for investigators, 

2) The process of law enforcement against Notaries is still being carried out by the 

Investigators because Investigators are at the Regional Police East Nusa Tenggara 

in carrying out investigations is only guided by KUHAP and KUHP. 

 

Keywords: Notary, Central Supervisory Board, Criminal. 
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RINGKASAN 

 

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS 

REPUBLIK INDONESIA  

 

Tesis ini dibagi dalam 4 bab atau bagian-bagian sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari 

penulis mengenai fakta hukum atau isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang 

timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. 

Setelah ditetapkan rumusan masalah, timbul tujuan dan manfaat penelitian yang 

akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian 

diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna 

menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan 

gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis. 

Bab II, Kedudukan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

Republik Indonesia Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap 

Notaris. Bab ini mengulas sekaligus menjawab rumusan masalah pertama. Hasil 

analisis bab kedua ini adalah bahwa Kedudukan Putusan Majelis Pengawas Pusat 

Notaris Republik Indonesia dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan maupun petunjuk bagi penyidik dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap notaris, dikarenakan cakupan materi pemeriksaan 

dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia yang lebih luas 

dibandingkan dengan cakupan materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, 

sehingga dengan demikian penyidik berdasarkan pada Putusan Majelis Pengawas 
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Pusat Notaris Republik Indonesia tersebut dapat dengan meudah memahami 

tentang kasus yang tangani tersebut. 

Bab III, Alasan Penyidik Tetap Melaksanakan Proses Penyidikan Terhadap 

Notaris Yang Telah Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik Oleh Majelis 

Pengawas Notaris. Hasil analisis bab kedua ini adalah bahwa, Proses Penegakan 

hukum terhadap Notaris masih tetap dilaksanakan oleh pihak pihak Penyidik 

dikarenakan Penyidik pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam 

melaksanakan penyidikan hanya berpedoman pada KUHAP dan KUHP, dalam hal 

ini hanya melihat adanya bukti yang mendukung/ lengkap dan terpenuhinya unsur 

yang disangkakan, sedangkan disisi lain penyidik tidak melakukan kajian terhadap 

UUJN serta kode etik profesi Notaris   

Bab IV, penutup yang merupakan kesimpulan atas pembahasan semua bab 

dalam tesis ini yang menghasilkan suatu konklusi, selanjutnya dari konklusi 

tersebut dalam bab keempat ini diberikan saran untuk dijadikan alternatif 

pemecahan masalah atas masalah yang dibahas. 
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